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Abstract 

 

Plan Law Justice and Gender Equality (Bill KKG) are now discussed openly 

in the House of Representatives. Voice pro-cons start popping up. We as Muslims 

have a choice whether to accept or reject the bill KKG. If the draft bill revising the 

Muslims should reject the draft bill. Because, fundamentally different concepts in 

the bill was contrary to the concepts of Islamic precepts. There are a number of 

reasons that we require - as a Muslim and as an Indonesian - KKG reject this bill.  
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A. Pendahuluan 

Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU 

KKG) sudah mulai dibahas secara terbuka di DPR. Suara pro-kontra mulai 

bermunculan. Jika menelaah Draft  RUU  maka sepatutnya umat muslim 

menolak draft RUU ini. Sebab, secara mendasar berbagai konsep dalam RUU 

tersebut bertentangan dengan konsep-konsep dasar ajaran Islam. Ada sejumlah 

alasan yang mengharuskan umat muslim dan sebagai orang Indonesia menolak 

RUU KKG ini. 

Pertama, definisi “gender” dalam RUU ini sudah bertentangan dengan 

konsep Islam tentang peran dan kedudukan perempuan dalam Islam. Dalam 

pasal 1 ayat 1 RUU ini mendefinisikan gender sebagai berikut:  

“Gender adalah pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan 

perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak 
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tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, 

dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.” 1 

Definisi gender seperti itu tidak sesuai dengan Islam. Sebab, menurut 

konsep Islam, tugas, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki baik 

dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) 

didasarkan pada wahyu Allah, dan tidak semuanya merupakan produk budaya.  

Tanggung jawab laki-laki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah 

keluarga adalah berdasarkan wahyu (al-Quran dan Sunnah Rasul). Sepanjang 

sejarah Islam, di belahan dunia mana saja, tanggung jawab laki-laki sebagai 

kepala keluarga sudah dipahami, merupakan perkara yang lazim dalam agama 

Islam (ma’lumun minad din bid-dharurah). Bahwa yang menjadi wali dan saksi 

dalam pernikahan adalah laki-laki dan bukan perempuan. Ini juga sudah 

mafhum. 

Karena berdasarkan pada wahyu, maka konsep Islam tentang pembagian peran 

laki-laki dan perempuan itu bersifat abadi, lintas zaman dan lintas budaya. 

Karena itu, dalam tataran keimanan, merombak konsep baku yang berasal dari 

Allah SWT ini sangat riskan. Jika dilakukan dengan sadar, bisa berujung kepada 

tindakan pembangkangan kepada Allah SWT. Bahkan, sama saja ini satu 

bentuk keangkuhan, karena merasa diri berhak menyaingi Tuhan dalam 

pembuatan hukum. 2 

                                                             
1 Achie Sudiarti Luhulima, 2007, Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan : UU No. 7 Tahun 1984 

tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita,  Yayasan Obor Indonesia, 34. 
2  Ibid, 35 
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Jadi, cara pandang yang meletakkan pembagian peran laki-laki dan 

perempuan (gender) sebagai budaya ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. 

Sebab, sifat syariat Nabi Muhammad saw – sebagai nabi terakhir dan diutus 

untuk seluruh manusia sampai akhir zaman – adalah universal dan final. Zina 

haram, sampai kiamat. Khamr haram di mana pun dan kapan pun. Begitu juga 

suap adalah haram. Babi haram, di mana saja dan kapan saja. Konsep syari’at 

seperti ini bersifat lintas zaman dan lintas budaya. Syari’at Islam jelas bukan 

konsep budaya Arab. Saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang istri 

untuk taat kepada suaminya – dalam hal-hal yang baik maka perintah Nabi itu 

berlaku universal, bukan hanya untuk perempuan Arab abad ke-7 saja. Umat 

Islam sepanjang zaman menerima konsep batas aurat yang universal; bukan 

tergantung budaya. Sebab, fakta menunjukkan, di mana saja dan kapan saja, 

perempuan memang sama. Sudah ribuan tahun perempuan hidup di bumi, tanpa 

mengalami evolusi. Matanya dua, hidung satu, payudaranya dua, dan juga 

mengalami menstruasi. Perempuan juga sama saja, dimana-mana. Hanya warna 

kulit dan mungkin ukuran tubuhnya berbeda-beda. Karena sifatnya yang 

universal, maka konsep syariat Islam untuk perempuan pun bersifat universal.3 

Memang, tidak dapat dipungkiri, dalam aplikasinya, ada unsur-unsur 

budaya yang masuk. Misalnya, konsep Islam tentang perkawinan pada intinya 

di belahan dunia mana saja tetaplah sama: ada calon suami, calon istri, saksi, 

wali dan ijab qabul. Tetapi, dalam aplikasinya, bisa saja unsur budaya masuk, 

                                                             
3 Ibid, 36 
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seperti bisa kita lihat dalam pelaksaan berbagai upacara perkawinan di berbagai 

daerah di Indonesia. 

Alasan kedua untuk menolak RUU Gender sangat western-oriented. 

Para penggiat kesetaraan gender biasanya berpikir, bahwa apa yang mereka 

terima dari Barat termasuk konsep gender WHO dan UNDP  harus ditelan 

begitu saja, karena bersifat universal. Mereka kurang kritis dalam melihat fakta 

sejarah perempuan di Barat dan lahirnya gerakan feminisme serta kesetaraan 

gender yang berakar pada ”trauma sejarah” penindasan perempuan di era 

Yunani kuno dan era dominasi Kristen abad pertengahan. Konsep-konsep 

kehidupan di Barat cenderung bersifat ekstrim. Dulu mereka menindas 

perempuan sebebas-bebasnya, sekarang mereka membebaskan perempuan 

sebebas-bebasnya. Dulu, mereka menerapkan hukuman gergaji hidup-hidup 

bagi pelaku homoseksual. Kini, mereka berikan hak seluas-luasnya bagi kaum 

homo dan lesbi untuk menikah dan bahkan memimpin gereja. 

Lihatlah, kini konsep keluarga ala kesetaraan gender yang memberikan 

kebebasan dan kesetaraan secara total antara laki-laki dan perempuan telah 

berujung kepada problematika sosial yang sangat pelik. Di Jerman, tahun 2004, 

sebuah survei menunjukkan, pertumbuhan penduduknya minus 1,9. Jadi, bayi 

yang lahir lebih sedikit dari pada jumlah yang mati. Peradaban Barat juga 

memandang perempuan sebagai makhluk individual. Sementara Islam 

meletakkan perempuan sebagai bagian dari keluarga. Karena itulah, dalam 

Islam ada konsep perwalian. Saat menikah, wali si perempuan yang 

menikahkan bukan perempuan yang menikahkan dirinya sendiri. Ini satu bentuk 
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pernyerahan tanggung jawab kepada suami. Di Barat, konsep semacam ini tidak 

dikenal. Karena itu jangan heran, jika para pegiat gender biasanya sangat aktif 

menyoal konsep perwalian ini. Sampai-sampai ada yang menyatakan bahwa 

dalam pernikahan Islam, yang menikah adalah antara laki-laki (wali) dengan 

laki-laki (mempelai laki-laki).4 

Simaklah bagaimana kuatnya pengaruh cara pandang Barat dalam 

konsep ”kesetaraan gender” seperti Gender yang sedang dibahas saat ini: 

“Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan 

laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, 

mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan di semua bidang 

kehidupan.” (pasal 1:4) 2).  Renungkanlah konsep semacam ini. Betapa 

individualistiknya. Laki-laki dan perempuan harus disamakan dalam semua 

bidang kehidupan. Lalu, didefinsikan juga: 

“Diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengucilan, atau 

pembatasan, dan segala bentuk kekerasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin 

tertentu, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau 

menghapuskan pengakuan, penikmatan manfaat atau penggunaan hak asasi 

manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil 

atau bidang lainnya terlepas dari status perkawinan, atas dasar persamaan antara 

perempuan dan laki-laki.” (pasal 1:4). 

Jika RUU Gender ini akan menjadi Undang-undang dan memiliki 

kekuatan hukum yang tetap, maka akan menimbulkan penindasan yang sangat 

                                                             
4 Ibid, 37 
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kejam kepada umat Muslim – atau agama lain – yang menjalankan konsep 

agamanya, yang kebetulan berbeda dengan konsep Kesetaraan Gender. 

Misalnya, suatu ketika, orang Muslim yang menerapkan hukum waris Islam 

yaitu membagi harta waris dengan pola 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, yang 

menyebabkan akan bisa dijatuhi hukuman pidana karena melakukan 

diskriminasi gender. Jika ada orang tua menolak mengawinkan anak 

perempuannya dengan laki-laki beragama lain, bisa-bisa orang tua juga akan 

dijatuhi hukuman pula. Bagaimana jika kita membeda-bedakan jumlah kambing 

untuk aqidah antara anak laki-laki dan perempuan? 

Alasan ketiga, RUU Gender ini sangat SEKULER. RUU ini membuang 

dimensi akhirat dan dimensi ibadah dalam interaksi antara laki-laki dan 

perempuan. Peradaban sekular tidak memiliki konsep tanggung jawab akhirat. 

Bagi mereka segala urusan selesai di dunia ini saja. Karena itu, dalam perspektif 

sekular, ”keadilan” hanya diukur dari perspektif dunia. Bagi mereka tidaklah 

adil jika laki-laki boleh poligami dan wanita tidak boleh polyandri. Bagi 

mereka, adalah tidak adil, jika istri keluar rumah harus seijin suami, sedangkan 

suami boleh keluar rumah tanpa izin istri.5 

Bagi mereka, tidak adil jika laki-laki dalam shalatnya harus ditempatkan 

di shaf depan dan sebagainya. Jika seorang perempuan terkena pikiran seperti 

ini, maka pikiran itu yang perlu diluruskan terlebih dulu. Biasanya ayat-ayat Al-

Quran dan hadits Rasulullah SAW tidak mempan bagi mereka, karena ayat-ayat 

itu pun akan ditafsirkan dalam perspektif gender. Sebenarnya, perempuan yang 

                                                             
5 Ibid, 38 



22 
 

kena paham ini patut dikasihani, karena mereka telah salah paham. Mereka 

hanya melihat aspek dunia. Hanya melihat aspek hak, dan bukan aspek 

tanggung jawab dunia dan akhirat. 

Padahal, dalam perspektif Islam, justru Allah memberi karunia yang 

tinggi kepada perempuan. Mereka dibebani tanggung jawab duniawi yang lebih 

kecil ketimbang laki-laki. Tapi, dengan itu, mereka sudah bisa masuk surga, 

sama dengan laki-laki. Perempuan tidak perlu capek-capek jadi khatib Jumat, 

menjadi saksi dalam berbagai kasus, dan tidak wajib bersaing dengan laki-laki 

berjejalan di kereta-kereta. Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah bagi 

keluarga. Dan sebagainya. 

Sementara itu, kaum laki-laki mendapatkan beban dan tanggung jawab 

yang berat. Kekuasaan yang besar juga sebuah tanggung jawab yang besar di 

akhirat. Jika dilihat dalam perspektif akhirat, maka suami yang memiliki istri 

lebih dari satu tentu tanggung jawabnya lebih berat, sebab dia harus 

menyiapkan laporan yang lebih banyak kepada Allah. Adalah keliru jika orang 

memandang bahwa menjadi kepala negara itu enak. Di dunia saja belum tentu 

enak, apalagi di akhirat. Sangat berat tanggung jawabnya. 

”Dimensi akhirat” inilah yang hilang dalam berbagai pemikiran tentang 

”gender”. Termasuk dalam RUU Gender yang sedang dibahas di DPR. 

Perspektif dari RUU ini sangat sekuler. (saeculum=dunia); hanya menghitung 

aspek dunia semata. Jika dimensi akhirat dihilangkan, maka konsep perempuan 

dalam Islam akan tampak timpang. Sebagai contoh, para aktivis gender sering 

mempersoalkan masalah ”double burden” (beban ganda) yang dialami oleh 
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seorang perempuan karir. Disamping bekerja di luar rumah, dia juga masih 

dibebani mengurus anak dan berbagai urusan rumah tangga. Si perempuan akan 

sangat tertekan jiwanya, jika ia mengerjakan semua itu tanpa wawasan ibadah 

dan balasan di akhirat. Sebaliknya, si perempuan akan merasa bahagia saat dia 

menyadari bahwa tindakannya adalah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT.6 

Karena itu, jika Allah tidak memberi kesempatan kepada perempuan 

untuk berkiprah dalam berbagai hal, bukan berarti Allah merendahkan martabat 

perempuan tapi justru itulah satu bentuk kasih sayang Allah kepada perempuan. 

Dengan berorientasi pada akhirat, maka berbagai bentuk amal perbuatan akan 

menjadi indah. Termasuk keridhaan menerima pembagian peran yang diberikan 

oleh Allah dan Rasul-Nya. 

Sejumlah ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam 

RUU KKG tersebut  berpotensi melanggar syariat Islam dalam 

pengimplementasiannya. Salah satu materi muatan RUU KKG yang menjadi 

sorotan Tatik adalah materi muatan RUU KKG yang mengatur tentang hak 

dalam perkawinan.  

“Dalam RUU ini dijelaskan bahwa dalam perkawinan setiap orang 

berhak memasuki jenjang perkawinan dan memilih suami atau istri secara 

bebas. Jika pasal ini tetap dibiarkan, bisa membuka celah untuk melegalkan 

pernikahan sesama jenis. Karena disana tidak diatur secara tegas bahwa setiap 

orang berhak memilih suami atau istri yang berlainan jenis. Sebaliknya, kata 

                                                             

6 Ariani, I Gusti Ayu Agung, 2004. Bias Jender Dalam Hukum Perkawinan ( UU No, 1 Tahun 1974) 

Tinjauan Dialektik : Peter.L. Berger. Dalam Kerta patrika Vol. 29 No.1 Januari Tahun 2004. 56. 
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memilih istri atau suami secara bebas dapat disalah artikan dapat memilih istri 

atau suami sesama jenis. Ini jelas melanggar syariat Islam. Karena itu, harus ada 

penambahan kata yang berlainan jenis.7 

  Secara umum, faham Gender ini adalah sebuah faham yang berbahaya. 

Sebab secara filosofis, istilah gender itu telah merubah makna Gender dari jenis 

kelamin biologis ke sosial. Membawa nilai – nilai sekular yang bertentangan 

dengan budaya dan nilai – nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bagi kami 

istilah Gender adalah istilah dengan kandungan nilai dan ideologi 

Transnasional, yang mengandung faham anarkis marxisme liberal yang 

merusak, dimana ini diperkuat dengan banyaknya pasal – pasal dalam naskah 

akademik ini yang mengadopsi dari CEDAW.  Seperti misalnya definisi tentang 

Diskriminasi.  

Memang, dewasa ini paham kesetaraan jender (gender equality) telah 

banyak menarik berbagai kalangan Islam untuk mengadopsinya. Karena 

kebutuhan terhadap adanya keadilan jender, yang dianggap tidak ada sama 

sekali di tengah masyarakat muslim, maka diajukanlah konsep kesetaraan 

jender untuk memenuhi dan merealisasikan keadilan dan kesamaan hak dan 

kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Desakan semacam ini tak jarang 

berdampak kepada penafsiran ulang bahkan perombakan total terhadap hukum-

hukum Islam yang menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam 

tataran domestik maupun publik. Hal tersebut cukup meresahkan para ulama 

dan umat Islam yang komitmen dengan ajaran-ajaran Islam. Sehingga persoalan 

                                                             
7 Ibid, 57 
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paham kesetaraan jender ini harus direspon secara syari'ah dan ilmiah guna 

menjadi pedoman umat Islam. 

Konsep kesetaraan gender dari segi bahasa, istilah dan nilai ideologi 

sebenarnya tidak ditemukan padanannya dalam istilah Islami. Yang ada adalah 

prinsip almusawah (persamaan) laki-laki dan perempuan dalam hal-hal 

berikut:8 

1. Persamaan dalam hal asal-usul penciptaan manusia sebagaimana firman 

Allah SWT (Q.S An-nisa’ :1) 

2. Persamaan dalam hal kemuliaan manusia yang Allah ciptakan dengan 

segala kelengkapan rizki-Nya serta potensi ketakwaan kepada Allah, 

sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Isra: 70 dan Al-Hujurat: 

13) 

3. Persamaan dalam hal kewajiban beramal saleh dan beribadah 

(menerima taklif) serta hak pahala yang sama disisi Allah SWT 

sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Ali-Imran: 195, An-nisa’: 

124, Annahl: 97 dan Al-Ahzab: 35) 

4. Persamaan dalam menerima sanksi jika melanggar aturan hukum Allah 

dan susila di dunia sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-

Maidah: 38, dan An-Nur: 2) 

5. Persamaan dalam hak amar makruf nahi munkar kepada penguasa dalam 

kehidupan social politik keummatan sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surah Ali Imran: 104 dan 110,At-Taubah:  71 

                                                             
8 Ibid,58 
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Islam juga mengakui hak-hak perempuan dalam hal kepemilikan pribadi, 

sewa-menyewa, jual-beli, dan semua jenis akad muamalah perempuan diakui 

dan tidak ada hambatan sedikitpun. Demikian pula dijamin hak-hak mereka 

untuk belajar dan mengajarkan ilmunya. Selain dari kelima bentuk persamaan 

antara laki-laki dan perempuan tersebut, Al-Qur'an dan As-Sunnah nabi 

membedakan peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan sesuai 

dengan perbedaan kodrati dan tabiat masing-masing. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau dokumen peraturan 

perundang-undangan, buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan Hukum 

Perdata, Hukum Kontrak dan Hukum Islam.  Hasil penelitian yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis 

normative.  

 

 

 

 

 

 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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Prinsip dasar Islam dalam menyikapi paham kesetaraan gender :9 

1. Keyakinan mutlak bahwa Islam adalah agama WAHYU yang FINAL 

dan OTENTIK berasal dari Allah SWT (lihat Q.s Al-Maidah: 3, dan An-

Nisa’: 65) oleh karena itu SYARI’AT dalam konsep Islam adalah 

HUKUM YANG DIWAHYUKAN (revealed law) dalam pengertian 

bahwa hukum Islam itu tidak dikarang oleh manusia, dan atau hasil 

daripada produk budaya tertentu atau pemikiran manusia yang 

berkembang dalam fase sejarah tertentu yang bersifat relatif dan 

temporer atau tentatif. 

2. Meyakini SYARI’AT Islam itu universal dalam pengertian bahwa ia 

cocok dan bisa diterapkan di segala tempat dan waktu, sehingga lintas 

zaman, lintas budaya, dan lintas sejarah manusia. Baik dalam hukum-

hukumnya yang kulli (umum) maupun yang juz'i (particular/spesifik). 

Dalam konteks itulah umat Islam meyakini bahwa SYARI’AT Islam itu 

semuanya baik (alkhayr), adil dan rahmat maslahat bagi manusia 

disebabkan ia bersumber dari Allah SWT Yang Maha Mengetahui, 

sesuai firman Allah SWT dalam (Q.s Al-Isra: 9 dan Al-Maidah: 50) 

3. Menyadari bahwa metode-metode buatan manusia yang bertentangan 

dengan WAHYU ILAHI itu pasti lemah dan tidak sempurna dalam 

tataran konsepsi, tata nilai, timbangan dan hukum-hukumnya, meski 

Nampak indah dan memikat, sebagaimana isyarat firman Allah SWT 

                                                             
9 Anderson, Margareth, 1983, Thinking About Women: Sociological and Feminist Perspective, New 

York : Mac Millan. 77. 
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(Q.s An-Nisa: 82) "Dan seandainya Qur'an itu berasal dari selain Allah 

maka mereka akan dapati di dalamnya banyak pertentangan". Dengan 

tetap mengakui ada sebagian hasil pemikiran manusia yang menetapi 

kebenaran ajaran Islam atau sebagian aspeknya, dikarenakan terdapat 

sisa fitrah yang selamat dan akal yang terbebas dari hawa nafsu. 

4. Meyakini bahwa Islam adalah agama keadilan. Konsekuensi adil adalah 

mempersamakan dua hal yang memang sama dan sekaligus 

membedakan dua hal yang memang berbeda. Artinya proporsional 

dalam meletakkan dan menilai sesuatu sesuai haknya masing-masing. 

Islam bukan agama kesetaraan mutlak yang sering kali menuntut 

persamaan antara dua hal yang memang jelas berbeda. Kesetaraan 

mutlak seperti ini adalah zalim, artinya tidak proporsional dalam 

menempatkan sesuatu pada tempatnya. Al-Qur'an tidak 

merekomendasikan persamaan mutlak dalam satu ayatpun melainkan 

memerintahkan kita untuk berlaku ADIL dan IHSAN (lihat Q.s An-

Nahl: 90). Oleh karena itu, hukum-hukum syariat berdiri di atas prinsip 

keadilan, memberikan porsi yang sama ketika persamaan itu dipandang 

adil, dan juga membedakan peran dan tanggung jawab yang berbeda 

ketika pembedaan itu dipandang adil. Inilah isyarat dari firman Allah 

SWT dalam (Q.s Al-An'am: 115) "Dan telah sempurna lah kalimat 

Tuhanmu yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-

Nya, dan Dia (Allah) Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 
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Prinsip-prinsip syariah dalam menilai paham kesetaraan gender : 10 

1. Perempuan, ibarat koin uang, adalah satu sisi dari jenis manusia, 

sedangkan sisi lainnya adalah laki-laki. Sesuai firman Allah SWT (Q.s 

An-Najm: 45 dan An-Nisa: 1). Perempuan adalah saudara kembar dari 

laki-laki dari segi asal penciptaan, dan destinasi hidup. Bersama-sama 

dengan kaum laki-laki bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi –

dalam lingkupnya masing-masing- tanpa ada diskriminasi di antara 

keduanya dalam aspek agama, tauhid, pahala dan dosa, hak dan 

kewajiban bersyariat, sesuai dengan firman Allah SWT(Q.s An-Nahl: 

97, Al-Hujurat: 13, Ali-Imran: 95) dll, juga hadis nabi Muhammad 

SAW: "Sesungguhnya kaum perempuan adalah saudara 

kandung/belahan dari kaum laki-laki" (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) 

2. Namun disisi lain, Allah SWT sang Pencipta telah menetapkan hikmah 

bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan dari segi struktur tubuh 

dan penciptaan, yang berdampak kepada adanya perbedaan di antara 

keduanya dalam hal potensi, kemampuan fisik, emosional, dan 

kehendak. Sesuai firman Allah SWT Q.s Ali-Imran: 36 "dan laki-laki 

tidak sama seperti perempuan", dan Az-Zukhruf: 18 "dan apakah patut 

(menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, 

sedang dia tidak mampu member alasan yang tegas dan jelas dalam 

pertengkaran". Oleh karena adanya perbedaan tersebut, disamping 

adanya persamaan dalam hal-hal yang telah disebutkan, maka Allah 

                                                             
10 Ibid, 78-79 
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SWT menetapkan pembedaan di antara keduanya dalam beberapa 

hukum syariah, peran dan tanggung jawab social antara laki-laki dan 

perempuan, yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan fitrah, tabiat 

dan kekhasan masing-masing. Allah SWT berfirman, "Ingatlah! Segala 

penciptaan dan urusan (perintah) adalah menjadi hak-Nya" (Al-A'raf: 

54) 

3. Hukum keluarga dalam Islam yang bersifat pasti dan tetap, serta peran 

penting perempuan (istri) di dalamnya. 

4. Laki-laki wajib menafkahi perempuan. Ini sesuai dengan struktur 

fisiologis laki-laki yang lebih siap menanggung beban fisik dan pikiran 

pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. 

5. Hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam dan di 

dalam keluarga berdasarkan asas saling melengkapi (takamul) dari 

masing-masing peran yang diembannya. Sungguh tidak adil jika kita 

menyerahkan beban-beban laki-laki (mencari nafkah dll) kepada 

perempuan, atau sebaliknya (kewajiban hamil dan menyusui anak dll) 

terhadap laki-laki. 

6. Syariat Islam telah memelihara hak-hak perempuan untuk menikah 

sesuai tuntunan syariah, hak keibuan, hak pengaturan rumah tangga, hak 

memilih suami yang ia ridhai, juga hak untuk memilih tidak lagi hidup 

bersama suami (khulu'; gugat cerai dari istri) dengan sangat adil dan 

sempurna. 
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7. Syariat Islam tentang pentingnya iffah menjaga kehormatan perempuan 

dijabarkan dalam beberapa hukum perkawinan, pemberian mahar, 

haramnya zina, khalwat dan ikhtilat dengan perempuan bukan muhrim, 

serta haramnya melembutkan ucapan di hadapan laki-laki, wajibnya 

jilbab dan menahan pandangan, bolehnya poligami dan lain-lain tidak 

lain adalah untuk menjaga dan memelihara kehormatan dan kemuliaan 

perempuan. Itu semua bukan untuk menzalimi perempuan, seperti yang 

disangkakan kaum liberal. 

Dengan demikian, maka : 

1. Selain mengakui adanya PERSAMAAN antara laki-laki dan perempuan 

dalam hal kemanusiaan, kemuliaan, dan hak-hak umum yang terkait 

langsung dengan posisinya sebagai hamba Allah SWT, Islam telah 

MEMBEDAKAN perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam 

sebagian hak dan kewajiban. Itu dilakukan sesuai dengan adanya 

perbedaan naluriah dan alami (nature) di antara keduanya dalam fungsi, 

peran dan tanggung jawab. Agar masing-masing jenis dapat menunaikan 

tugas-tugas pokoknya dengan sempurna. 

2. Syariat Islam tegas melarang diskriminasi, penindasan dan kezaliman 

terhadap perempuan, sehingga mengakibatkan hak-haknya dikurangi 

dan kemuliaannya dinodai. Di dalam Islam tidak ada diskriminasi 

terhadap perempuan untuk memanjakan laki-laki. Syariat Islam dalam 

PEMBEDAAN antara laki-laki dan perempuan dalam hal-hal berikut 

ini, ditetapkan BUKAN karena alasan untuk menindas atau menzalimi 
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hak perempuan, tetapi berdasarkan hikmah dan alasan yang kuat di 

antaranya bahwa hak yang diterima masing-masing itu harus sesuai 

dengan beban dan tanggung jawab social ekonominya di tengah 

keluarga dan masyarakat. Di antara bentuk PEMBEDAAN ATURAN 

ISLAM itu adalah: 

1. Hak waris anak laki-laki yang berbeda dari hak waris anak 

perempuan dengan formula 2:1. Ini disebabkan adanya tanggung 

jawab dan kewajiban laki-laki untuk membayar mahar dan 

menafkahi keluarganya. (lihat Q.s An-Nisa: 11 dan 34). 

2. Persaksian 2 orang perempuan sama dengan persaksian 1 orang laki-

laki dalam persoalan muamalah dan hak. (Q.s Al-Baqarah: 282) 

sementara itu di dalam persoalan yang terkait dengan kekhususan 

perempuan seperti hak menyusui, penetapan keperawanan dan 

penyakit khusus wanita maka kesaksian 1 orang wanita sudah cukup 

untuk diterima, sebagaimana dijabarkan dalam kitab-kitab fiqih 

Islam. 

3. Pembayaran diyat/denda pembunuhan karena korban pembunuhan 

berkelamin perempuan setengah dari diyat/denda korban laki-laki. 

Ini disebabkan karena yang menerima diyat itu bukanlah mayat 

korban tersebut melainkan ahli warisnya. Diyat korban laki-laki 

lebih besar karena statusnya sebagai kepala keluarga dan pemberi 

nafkah, sedangkan diyat korban perempuan setengahnya karena 

melihat perempuan itu tidak berstatus pemberi nafkah keluarga. 
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4. Dalam rumah tangga, suami (laki-laki) diletakkan sebagai 

Pemimpin/Kepala Keluarga yang disebut dengan QAWAMAH (Q.s 

An-nisa: 34) sementara istri (perempuan) ditetapkan sebagai Kepala 

Rumah Tangga yang disebut dengan Rabbatul Manzil. Keduanya 

sama dalam kadar kemuliaannya, hanya berbeda dalam tugas pokok 

dan tanggung jawabnya. Ibarat sebuah perusahaan, laki-laki dalam 

posisi General Manajer yang berkewajiban mencari nafkah, 

melindungi, mengayomi dan mengarahkan kebijakan usaha dan 

pendidikan anggota keluarganya. Sedangkan perempuan dalam 

posisi kepala URT yang mengurusi hal-hal teknis. Keduanya sama 

mulia dan penting sesuai porsi yang ditaklifkan oleh Allah SWT. 

Intinya konsep QAWAMAH bukan untuk menindas apalagi 

mendiskriminasi perempuan sebagai sub-ordinasi atau bawahan, 

tetapi mengarahkan kebijakan umum yang harus selaras dengan 

kondisi seluk-beluk keluarga yang diketahui dengan baik oleh 

perempuan sebagai kepala urusan internal/domestic. 

 

D.  Simpulan 

Umat muslim menolak draft RUU KKG sebab, secara mendasar berbagai 

konsep dalam RUU tersebut bertentangan dengan konsep-konsep dasar ajaran 

Islam diantaranya : 

Pertama, definisi “gender” dalam RUU ini sudah bertentangan dengan konsep 

Islam tentang peran dan kedudukan perempuan dalam Islam.  
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Kedua, untuk menolak RUU Gender sangat western-oriented.  

Ketiga, RUU Gender ini sangat sekuler. RUU ini membuang dimensi akhirat 

dan dimensi ibadah dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.  
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